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Dengan senang hati saya membuat kata pengantar buku 
yang ditulis oleh kolega dosen IPDN, Dr. Petrus Polyando, 
S.STP, M.Si, yang berjudul Jalan Tengah Desentralisasi  
Bagi Daerah Otonom Berkarakteristik Kepulauan di Indonesia. Saya 
mengenal dengan baik penulis karena yang bersangkutan pernah 
menjadi asisten dosen membantu saya mengampu matakuliah 
Teori Desentralisasi dan Ekologi Pemerintahan di IPDN selama 
lebih kurang empat tahun. Pengenalan karakteristik akademik 
penulis lebih saya dalami setelah bersama-sama menulis buku 
berjudul Politik Desentralisasi di Indonesia (tahun 2017), yang 
diterbitkan oleh IPDN Press.

Pengalaman menulis buku bersama saya mendorong penulis 
untuk lebih memperdalam mengenai teori desentralisasi, 
khususnya desentralisasi asimetris, yang kemudian 
mendorongnya masuk mengikuti perkuliahan program doktor 
di Universitas Padjadjaran tahun 2015 dan lulus tahun 2019 
dengan predikat cumlaude. Disertasi yang diambil Penulis 
berjudul “Penyelenggaraan Desentralisasi Di Daerah Otonom 

kata pengantar
Prof. Dr. Sadu Wasistiono, M.S.
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Berkaraktersitik Kepulauan Pasca Reformasi” yang kemudian 
sebagian besar materinya dikembangkan menjadi buku yang 
berada dihadapan sidang pembaca.

Rasa ingin tahu secara mendalam tentang desentralisasi 
asimetris di daerah otonom berkarakteristik kepulauan awalnya 
didasarkan pada pengalaman pribadi, karena penulis berasal 
dari Provinsi NTT—salah satu dari delapan provinsi yang terus 
berjuang untuk terbitnya UU tentang Daerah Berciri Kepulauan. 
Anggota lainnya yakni Provinsi NTB, Kepri, Maluku, Maluku 
Utara, Bangka Belitung, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara. 
Tetapi upaya pembuatan UU khusus tentang daerah kepulauan 
sampai saat ini masih dalam angan-angan, meskipun sebagian 
materi RUU-nya telah diakomodasi di dalam UU Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Substansi mengenai 
perimbangan keuangan bagi daerah-daerah kepulauan 
tampaknya akan diakomodasikan pada UU yang mengatur 
tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan 
pemerintahan daerah.

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia (the 
biggest archipelagic state in the world). Negaranya terdiri dari 
17.504 pulau, yang telah dibakukan namanya di PBB hingga 
Juli 2017 sebanyak 16.056 pulau. (Harian Merdeka 19 Agustus 
2017). Dua pertiga wilayah Indonesia adalah wilayah perairan 
(3.544.744 km2 dari keseluruhan luas 5.455.675 km2). Oleh 
karena itu, Indonesia adalah negara maritim seperti Jepang, 
Philippina, Inggris. Sebutan Indonesia sebagai negara maritim 
terakhir tertuang dalam GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) 
Tahun 1999-2004. Setelah masa itu, sebutan negara maritim 
kemudian tenggelam. 
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Perhatian negara pada laut dan kelautan sangat terbatas. 
Pada masa orde lama dan orde baru belum dibentuk sebuah 
kementerian yang khusus mengurus soal kelautan. Kementerian 
Kelautan dan Perikanan baru dibentuk tahun 1996. Padahal 
Indonesia memperoleh momentum pada saat Deklarasi Djuanda 
yang dicetuskan tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana 
Menteri Indonesia pada saat itu yakni Djuanda Kartawidjaja 
yang menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip 
negara kepulauan. Terjadi perubahan paradigma dalam melihat 
wilayah Indonesia. Semula wilayah Indonesia yang terdiri dari 
ratusan pulau dipisahkan oleh lautan, kemudian diubah menjadi 
dihubungkan oleh lautan. Dengan paradigma laut sebagai 
penghubung, maka pulau dan kepulauan Indonesia merupakan 
satu kesatuan wilayah. Deklarasi Djuanda tersebut kemudian 
diterima dan ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB ke-III 
tahun 1982 (United Nations Convention on The Law of The Sea/
UNCLOS-1982) yang diratifikasi melalui UU Nomor 17 Tahun 
1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982. ZEE (Zona Ekonomi 
Eksklusif) Indonesia 2.936.345 km2 yang diumumkan oleh 
pemerintah pada tanggal 21 Maret 1980.

Meskipun Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar 
di dunia, tetapi pemerintahannya lebih banyak berorientasi pada 
daratan. Hal tersebut perlu memperoleh perhatian bagi semua 
kalangan, sehingga diperlukan pemikiran untuk mengubah 
paradigma pengelolaan negara, termasuk pengelolaan daerah 
melalui desentralisasi asimetris dengan memberi perhatian pada 
daerah-daerah yang berciri kepulauan.

Bangsa Nusantara sejatinya adalah bangsa maritim. Hal ini 
dapat dilacak dari berbagai catatan sejarah kerajaan-kerajaan 
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besar di tanah Nusantara, terutama dua kerajaan besar tonggak 
Nusantara yakni Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. 
Kerajaan Sriwijaya pada masanya merupakan kerajaan maritim 
terbesar se-Asia Tenggara. Wilayah pengaruhnya mencakup 
seluruh Pulau Sumatera, Jawa, Semenanjung Melayu, bahkan 
sampai ke Thailand dan Laos. Kerajaan Majapahit (1293-1500 
M) merupakan kerajaan maritim dengan kapal dagang dan 
kapal perang yang sangat besar dan banyak. Kapal jung Jawa 
pada masanya sangat disegani pelaut Portugis maupun Spanyol. 
Dengan semboyan “Mitreka Satata” yang artinya “Persaudaraan 
yang satu dengan dasar persamaan derajat”, Majapahit menguasai 
wilayah yang kemudian menjadi cikal-bakal negara Nusantara 
atau Indonesia. Pada saat Majapahit runtuh digantikan oleh 
Kerajaan Demak bentuknya masih kerajaan maritim, tetapi 
setelah keturunannya kalah oleh VOC, kerajaan Jawa bergeser 
menjadi kerajaan pedalaman, bukan kerajaan maritim lagi.

Pada masa perang kemerdekaan, yang dominan adalah 
perang daratan karena mengusir penjajah yang sudah ada di 
daratan. Oleh karena itu, peran tentara daratan lebih dominan 
dibandingkan tentara lautan. Taman makam pahlawan didominasi 
oleh pahlawan perang dari tentara daratan. Hanya sedikit sekali 
pahlawan perang lautan, karena perang di lautan juga sangat 
terbatas. Kebijakan dominasi tentara daratan tersebut berlanjut 
pada masa orde lama, karena banyaknya pemberontakan yang 
berlokasi di daratan. Oleh karena itu, Panglima TNI selalu dijabat 
oleh angkatan darat. Kebijakan politik tersebut semakin menguat 
pada masa orde baru yang dipimpin oleh presiden yang berasal 
dari AD. Tradisi tersebut kemudian berubah pada saat Gus Dur 
jadi presiden. Dengan kebijakan “revolusi biru” nya, Gusdur 



 Kata Pengantar

ix

mengangkat Panglima TNI dari AL (Laksamana Widodo Adi 
Sutjipto). Tetapi karena Gus Dur memegang jabatan presiden tidak 
lama, maka gagasan pengembangan potensi kelautan melalui 
revolusi birunya tenggelam bersama turunnya sang penggagas.

Pada era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, 
perhatian pada masalah kelautan biasa-biasa saja, tidak 
merupakan program utama. Pada era ini muncul gagasan perlunya 
dibuat UU khusus mengenai daerah kepulauan yang digagas oleh 
delapan provinsi kepulauan, yang kemudian diperkuat melalui 
Deklarasi Batam Januari 2018. Gagasan membuat UU tentang 
Daerah Kepulauan kemudian kandas meskipun sudah masuk 
ke dalam Prolegnas 2014-2015. Pengaturan tentang daerah 
kepulauan kemudian diakomodasikan ke dalam UU Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya 
BAB V dengan judul Kewenangan Daerah Provinsi di Laut dan 
Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan. Salah satu isi penting 
dari Bab tersebut adalah ketentuan Pasal 29 ayat (1) s/d ayat 
(6) yang intinya akan memberikan DAU dan DAK dengan 
memperhitungkan luas lautan yang menjadi kewenangan daerah 
provinsi berciri kepulauan. Tetapi pasal tersebut sampai saat ini 
belum dilaksanakan karena revisi UU Nomor 33 Tahun 2014 
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah belum selesai.

Pada masa pemerintahan Joko Widodo dibuat perubahan 
kebijakan yang signifikan berkaitan dengan kepulauan. Pertama, 
diubahnya paradigma pembangunan dari Jawa centris menjadi 
Indonesia centris. Kedua, menjadikan Indonesia sebagai poros 
maritim dunia tahun 2045, sebagai kelanjutan kejayaan Majapahit 
pada masanya. Pemerintahan yang ada selama ini melanjutkan 
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politik pemerintahan model Kerajaan Majapahit yang bias 
daratan dan berpusat di Pulau Jawa. Hal tersebut kemudian 
menimbulkan ketimpangan, bukan hanya barat dan timur, tetapi 
antara daratan dengan kepulauan. Padahal ketimpangan menjadi 
salah satu faktor kegagalan negara. Menurut Foreign Policy, 
ada duabelas indikator kegagalan negara yakni: 1) Demographic 
Pressure; 2) Refugees/IDP’s; 3) Group Grievance; 4) Human Flight; 5) 
Uneven Development; 6) Economic Decline; 7) Delegitimization of The 
State; 8) Public Services; 9) Human Rights; 10) Security Apparatus; 
11) Factionalized Elites; 12)External Intervention. (Sumber: Foreign 
Policy). 

Salah satu penyebab kegagalan negara adalah ketimpangan 
pembangunan antarwilayah dalam satu negara (uneven 
development). Di Indonesia ketimpangannya bukan lagi antara 
barat dan timur, melainkan antara daratan dan kepulauan. 
Daerah-daerah kepulauan umumnya tertinggal jauh dalam 
semua segi, baik pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur 
dasar seperti listrik, jalan, jaringan internet, dan lain sebagainya.

Melalui visi pertumbuhan Indonesia-sentris, maka disusun 
strategi dan perencanaan pembangunan dengan menyebarkan 
pusat-pusat pertumbuhan di luar Pulau Jawa. Kebijakan yang 
akan memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke satu 
daerah di Pulau Kalimantan, merupakan salah satu langkah 
strategis mewujudkan paradigma Indonesia-sentris. Dana yang 
berasal dari APBN diarahkan untuk pembangunan di luar Jawa, 
sedangkan pembangunan di Jawa lebih banyak diserahkan pada 
sektor swasta, meskipun strategi ini mengandung resiko politik 
yang cukup besar. Sebab lebih dari 50 persen pemilih berada di 
Pulau Jawa.
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Pancasila sebagai dasar negara selama ini mengalami banyak 
distorsi dalam pelaksanaannya. Sila yang paling teraniaya adalah 
Sila Kelima: “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. 
Terjadi ketimpangan dalam banyak hal di daerah-daerah 
kepulauan (akses, harga, fasilitas publi, dan lain sebagainya). 
Untuk mengatasinya dikembangkan konsep Indonesia sebagai 
poros maritim dunia dan tol laut. Setiap gagasan perubahan akan 
menimbulkan pro dan kontra. Gagasan poros maritim dunia oleh 
sementara kalangan dianggap sebagai kepanjangan dari program 
China yang ambisius untuk menguasai dunia melalui OBOR (One 
Belt, One Road) dan BRI (Belt Road Initiative).

Buku yang ditulis Dr. Petrus Polyando menjadi penting 
dihadapkan pada gambaran sebagaimana dikemukakan di atas. 
Kebijakan desentralisasi asimetris untuk daerah kepulauan yang 
digagasnya sejalan dengan sesanti Bhineka Tunggal Ika, serta 
dengan semangat otonomi yang seluas-luasnya sebagaimana 
diamanatkan oleh UUD 1945. Hal tersebut menuntut adanya 
perubahan paradigma dari pemerintah pusat yang selama lebih 
dari seperempat abad menjalankan pemerintahan sentralistik, 
represif, dan seragam dengan menekankan pada adagium “ One 
Policy fit for All.” Melalui kebijakan desentralisasi asimetris perlu 
dikembangkan adagium “Several Policies fit with Condition,” 
dengan berbagai konsekuensi yang melekat didalamnya.

Seperti karakter orang Indonesia yang tidak suka pada 
sesuatu yang bersifat ekstrem, Dr. Petrus Polyando menawarkan 
jalan tengah desentralisasi asimetris bagi daerah kepulauan. Hal 
tersebut sebenarnya sejalan dengan filosofi bangsa Indonesia 
yakni Pancasila yang pada hakikatnya adalah ideologi jalan 
tengah yang mengutamakan keselarasan. Ada enam gagasan 
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konseptual yang ditawarkan penulis yakni: 1) berkaitan dengan 
perumusan kebijakan desentralisasi asimetris; 2) penentuan 
kriteria parameter dalam penyerahan kewenangan pemerintahan; 
3) penyusunan organisasi pemerintah daerah yang sesuai dengan 
karakteristik daerah kepulauan; 4) pengaturan sumber daya 
manusia secara khusus; 5) afirmasi kebijakan dalam pengelolaan 
sumber daya alam; 6) dukungan pemerintah pusat melalui asas 
dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan.

Dalam rangka menjalankan sila kelima dari Pancasila, gagasan 
penulis menarik untuk menjadi bahan pembuat kebijakan di 
tingkat nasional, di tengah pro dan kontra perlunya undang-
undang khusus yang mengatur tentang daerah berciri kepulauan 
yang masih terus bergulir. Selamat membaca.

Lembah Manglayang, medio Februari 2020

Prof. Dr. Sadu Wasistiono, M.S.



prakata

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Tritunggal 
Mahakudus, karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga buku 
Jalan Tengah Desentralisasi Bagi Daerah Otonom Berkarakteristik 
Kepulauan di Indonesia dapat diselesaikan dengan baik dan 
berjalan sesuai rencana yang ditetapkan.

Buku ini sesungguhnya menguraikan tentang penyelenggaraan 
desentralisasi di daerah otonom berkarakteristik kepulauan di 
Indonesia selama masa Reformasi. Hal menarik yang disorot 
adalah isu desentralisasi yang belum meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat di daerah tersebut, padahal kebijakan desentralisasi 
yang telah silih berganti, dipilih sebagai alternatif solusional atas 
praktik penyelenggaraan pemerintahan dengan sistem sebelumnya 
yang dianggap gagal. Adapun dinamika kebijakan desentralisasi 
telah dilaksanakan di seluruh daerah di Indonesia termasuk daerah 
otonom berkarakteristik kepulauan. Bahwa besaran kewenangan 
yang diserahkan diikuti dengan dukungan sumber daya lainnya 
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seperti anggaran, personel dan sarana prasarana lainnya yang 
memadai. Perlakuan tersebut semestinya semua daerah otonom 
meningkat kesejahteraannya secara signifikan termasuk daerah 
otonom berkarakteristik kepulauan. Fakta angka kesejahteraan 
daerah tersebut masih tertinggal dari daerah lainnya menunjukkan 
hal yang sangat ironis sehingga perlu diungkap secara ilmiah. 
Untuk itulah semangat buku ini dihadirkan guna mengungkap 
faktor penyebabnya dan merumuskan gagasan solusionalnya. 

Sajian awal dimulai dengan dinamika diskusi tentang 
problematika desentralisasi, baik secara konseptual yang 
berangkat dari gagasan para ahli dan kaum cerdik pandai serta 
hasil riset lainnya maupun secara empirikal yang mengisahkan 
persoalan penyelenggaraan desentralisasi di daerah-daerah 
termasuk daerah otonom berkarakteristik kepulauan di Indonesia. 

Paragraf selanjutnya sebagai guidance membedah persoalan 
tersebut maka dikemukakan dinamika konseptual desentralisasi 
dan otonomi daerah yang dikembangkan di berbagai negara. 
Pada bagian akhir dari paragraf ini dikemukakan kritik terhadap 
desentralisasi dan hubungan desentralisasi dan kesejahteraan 
masyarakat. 

Diskusi kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai 
faktor determinan terhadap keberhasilan dan kegagalan 
desentralisasi dan otonomi daerah. Hal ini sebagai petunjuk 
memahami secara spesifik beberapa penyebab terhadap hasil 
suatu kebijakan desentralisasi.

Mengingat lokus utama pembahasan adalah daerah otonom 
berkarakteristik kepulauan, maka perlu dikemukakan konsep 
daerah otonom berkarakteristik kepulauan secara umum dan 
juga gambaran kondisi salah satu daerah otonom berkarakteristik 
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kepulauan sebagai representasinya. Dalam hal ini Alor dipilih 
sebagai yang mewakili dengan pertimbangan kondisinya lebih 
representatif berada di daerah provinsi yang berkarakteristik 
kepulauan dengan jumlah sebaran penduduk di pulau-pulau 
lebih dari 50 persen. 

Paragraf selanjutnya adalah ulasan mengenai perkembangan 
kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah pasca-Reformasi 
dengan sorotan pada daerah otonom berkarakteristik kepulauan. 
Sebagai kelanjutan dari kisah dari paragraf ini, maka dimunculkan 
bagian berikutnya mengenai praktik desentralisasi yang terjadi 
di daerah otonom berkarakteristik kepulauan di Indonesia.

Setelah mengungkapkan persoalan yang terjadi serta 
faktor penyebabnya yang berangkat dari interaksi politik 
dalam kebijakan maupun dukungan implementasi di lapangan, 
akhirnya buku ini ditutup dengan gagasan yang ditawarkan 
dalam rangka pertimbangan kebijakan desentralisasi yang 
semestinya bagi daerah otonom berkarakteristik kepulauan. 
Gagasan ini dinamakan jalan tengah mengingat pertimbangan 
yang dimunculkan berangkat dari identifikasi faktor-faktor yang 
belum terakomodasi dalam penyelenggaraan desentralisasi 
selama ini. Bahwa ada celah dari kebijakan desentralisasi yang 
belum terisi dan belum menjangkau kebutuhan daerah otonom 
berkarakterisik kepulauan. Untuk itu melalui pengungkapan 
terlebih dahulu faktor penyebabnya, baik dari sisi kebijakan 
maupun dari sisi implementasinya maka dirumuskan alternatif 
solusi yang perlu diperhatikan. Rumusan ini diyakini mampu 
menjawab kebutuhan daerah tersebut dalam menyelenggarakan 
fungsi pemerintahannya guna meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat daerah otonom berkarakteristik kepulauan.
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Sebagai sebuah karya ilmiah, buku ini diharapkan menjadi 
sebuah nilai monumental yang tetap tinggal di hati siapa saja 
khususnya para pemerhati desentralisasi. Verba volant, scripta 
manent (kata-kata boleh terbang tetapi tulisan akan tetap 
tinggal).

Dengan tersusunnya buku ini, penulis mengucapkan terima 
kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para 
pihak yang telah mendukung dan memberikan kesempatan serta 
membangkitkan keberanian melahirkan sebuah karya yang layak 
disajikan. Secara perinci ucapan terima kasih tersebut dapat 
penulis uraikan sebagai berikut:
1.	 Yth. Rektor IPDN yang telah memberikan kesempatan penulis 

untuk mengembangkan diri dalam kebijakan penulisan buku 
literatur;

2.	 Ysi. Prof. Dr. Sadu Wasistiono, MS., yang telah menjadi 
inspirasi, guru, orangtua, sahabat, teman berpikir yang bijak, 
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PROBLEMATIKA 
DESENTRALISASI DAN 
OTONOMI DAERAH

1

A.	 Isu Konseptual 
Gerakan demokrasi yang berdampak pada reformasi 

penyelenggaraan pemerintahan telah mencapai skala global dan 
menyebar ke seluruh dunia. Terjadi perubahan bentuk hubungan 
antara pemerintah nasional dan subnasional di berbagai negara 
mulai dari yang bersifat terpusat (sentralisasi), kemudian bersifat 
regional atau provinsional, serta bersifat kewilayahan atau 
kawasan dan bahkan bersifat kedaerahan (lokalitas). Beberapa 
bentuk hubungan tersebut lebih dominan kepada perubahan 
paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi 
(satu sistem yang terpusat) menjadi menyebar (desentralisasi) 
(Shah, 1998 dalam Alisjahbana, 1999: 2). Kecenderungan global 
terhadap desentralisasi telah mengalihkan wewenang, tanggung 
jawab dan sumber daya untuk fungsi publik dari pemerintah 
pusat ke pemerintah daerah (Keating & McEwen, 2006; Bardhan 
& Mookherjee, 2006; Ahmad & Brosio, 2006; Oxhorn et al., 2004; 

Bab ini berisi isu konseptual dan empirikal 
mengenai desentralisasi dan otonomi daerah.



DINAMIKA KONSEP 
DESENTRALISASI DAN 
OTONOMI DAERAH

2
Bab ini berisi konsep teoretis yang relevan 
mengenai desentralisasi dan otonomi daerah 
yang berkembang.

A.	 Konsep Hubungan antarLevel Pemerintahan
Pada hakikatnya pembicaraan desentralisasi dan sentralisasi 

sangat melekat dengan pembahasan mengenai hubungan 
antarlevel pemerintahan secara vertikal. Konkretnya mengulas 
bagaimana interaksi antarpemerintahan pada level yang lebih 
tinggi dengan level yang di bawahnya dalam relasi kekuasaan 
atau kewenangan. Spesifiknya berkaitan dengan apakah 
kekuasaan tersebut diletakkan pada satu pusat atau disebar pada 
beberapa entitas. Namun demikian, lahirnya kesepakatan melalui 
kebijakan sentralisasi atau desentralisasi ini tentu melalui tema 
besar sebelumnya tentang adanya interaksi yang terjadi antar 
berbagai entitas pemerintahan, baik secara berbeda tingkatan 
maupun dalam tingkatan yang sama. Untuk itu sebelum masuk 
kepada konsep desentralisasi dan otonomi daerah alangkah 
baiknya didahului dengan paparan mengenai konsep hubungan 
antarlevel pemerintahan. 



FAKTOR-FAKTOR 
YANG Memengaruhi 
KEBERHASILAN 
DAN KEGAGALAN 
DESENTRALISASI

3

Bab ini berisi tentang faktor determinan 
terhadap keberhasilan dan kegagalan 
desentralisasi dan otonomi daerah

A.	 Pengantar
Beragam desain desentralisasi yang dipaparkan dari berbagai 

sarjana maupun kelembagaan resmi dunia pada kenyataannya 
telah menjadi referensi di berbagai negara berkembang untuk 
perbaikan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Namun 
demikian, hasil implementasinya tidak serta-merta memberikan 
kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat 
secara merata di semua daerah. Terdapat variasi hasil, di mana 
ada sebagian daerah di beberapa negara menikmati implikasi 
desentralisasi bagi percepatan pembangunan dan perubahan 
kehidupan sosial masyarakat daerah ke arah lebih baik. Di sisi 
lain, ada juga beberapa daerah masih memperlihatkan kondisi 
sosial yang serba sulit dengan kompleksitas persoalan yang 



DAERAH OTONOM 
BERKARAKTERISTIK 
KEPULAUAN  
DI INDONESIA

4

Bab ini menguraikan konsep daerah otonom 
berkarakteristik kepulauan.

A.	 Konsep Umum Daerah Otonom 
berkarakteristik Kepulauan
Pemahaman terhadap daerah otonom berkarakteristik 

kepulauan di Indonesia diawali dengan pengenalan konsep 
umum daerah otonom kepulauan yang meliputi konsep daerah 
kepulauan, jenis daerah otonom ditinjau dari aspek geografis 
dan terakhir konsep daerah otonom berkarakteristik kepulauan. 
Uraian poin-poin konseptual ini sebagai upaya merumuskan 
kembali gagasan daerah otonom kepulauan yang diwacanakan dari 
beragam pendapat berdasarkan variasi pengetahuan dan disiplin 
akademik yang dimiliki. Tujuannya agar menghadirkan kepada 
para pihak mengenai dimensi daerah otonom berkarakteristik 
kepulauan dalam kerangka yang jelas. Hal ini berangkat dari fakta 
bahwa daerah otonom kepulauan merupakan sebuah entitas yang 
sangat kompleks dan majemuk yang bisa dipahami dari berbagai 
sudut pendekatan. Penggunaan dimensi sudut pandang yang 



DINAMIKA KEBIJAKAN 
DESENTRALISASI UNTUK 
DAERAH OTONOM 
BERKARAKTERISTIK 
KEPULAUAN PASCA-
REFORMASI

5

Bab ini berisi tentang perkembangan 
kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah 
pasca-Reformasi dengan sorotan pada 
daerah otonom berkarakteristik kepulauan.

A.	 Pengantar
Sistem desentralisasi pada masa reformasi, telah berkembang 

sangat dinamis dan sangat pesat seiring dengan kemauan 
politik pemerintah mengakomodasi tuntutan masyarakat akan 
penyelenggaraan fungsi pemerintahan secara efektif dan efisien. 
Dinamika perubahan politik desentralisasi dapat dilihat dari 
undang-undang mengenai pemerintahan daerah, yang hingga saat 
ini telah mengalami tiga kali perubahan. Adapun undang-undang 
tersebut antara lain: UU Nomor 22 Tahun 1999 yang hanya 
berusia lima tahun, yang kemudian diganti dengan UU Nomor 
32 Tahun 2004. UU ini sepuluh tahun kemudian diganti dengan 



PENYELENGGARAAN 
DESENTRALISASI DI 
DAERAH OTONOM 
BERKARAKTERISTIK 
KEPULAUAN

6

Bab ini berisi praktik desentralisasi yang 
terjadi di daerah otonom berkarakteristik 
kepulauan di Indonesia.

A.	 Pengantar
Transfer kewenangan yang besar kepada daerah 

melalui kebijakan desentralisasi, telah memengaruhi proses 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Banyaknya urusan 
pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom, 
berdampak pada peningkatan intensitas aktivitas pemerintahan 
daerah guna menjalankan fungsi pemerintahannya. Sebagai 
instrumen yang efektif dan efisien dalam manajemen publik yang 
lebih besar guna memperbaiki tata koordinasi, memperpendek 
hierarki pengambilan keputusan serta menjamin stabilitas politik 
melalui legitimasi perbedaan dalam kebutuhan dan perspektif 
lokal (pluralisme), desentralisasi diterima sebagai upaya 
meningkatkan otonomi daerah dan peran lembaga lokal, serta 



JALAN TENGAH 
DESENTRALISASI DAN 
OTONOMI DAERAH 
BAGI DAERAH OTONOM 
BERKARAKTERISTIK 
KEPULAUAN

7

Bab ini berisi gagasan baru pertimbangan 
desentralisasi dan otonomi daerah 
yang semestinya bagi daerah otonom 
berkarakteristik kepulauan.

A.	 Catatan Penting Dinamika Kebijakan 
dan Penyelenggaraan Desentralisasi 
Di Daerah Otonom Berkarakteristik 
Kepulauan
Lalu lintas diskusi mengenai kebijakan desentralisasi 

dan implementasinya selama masa reformasi sebagaimana 
disajikan pada paragraf sebelumnya, meletakkan beberapa 
poin penting yang perlu diperhatikan oleh berbagai kalangan. 
Poin-poin tersebut sebenarnya menjelaskan aspek penyebab 
penyelenggaraan desentralisasi di daerah otonom berkarakteristik 
kepulauan belum dapat meningkatkan kesejahteraan 
masyarakatnya. Bahwa kondisi daerah otonom kepulauan yang 
secara faktual lebih rendah tingkat kemajuan pembangunannya, 
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